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Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merefleksikan upaya penyelarasan 
antara teori dan praktik yang diajarkan kepada mahasiswa selama menempuh 
pendidikan pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.  PKL mengarahkan mahasiswa menjadi pemuda yang mampu berdiri dengan 
percaya diri menghadapi dunia di masa depan dengan bekal yang dimiliki. Melihat 
dunia ekonomi syariah yang saat ini sedang serius diperhatikan pemerintah, 
menjadikan praktikan tertarik untuk memilih PT BPRS Amanah Insani sebagi tempat 
pelaksanaan PKL. Praktikan melaksanakan PKL selama 40 hari dimulai sejak tanggal 
8 Juli- 2 September 2019 di Kantor Pusat PT BPRS Amanah Insani yang beralamat di 
Jalan Raya Jatiwaringin No 109 Pondok Gede Bekasi. Praktikan ditempatkan pada 
dua divisi yaitu divisi Admin Legal dan Internal Auditor. Tugas yang dilakukan 
praktikan yaitu memeriksa kelengkapan dokumen nasabah akad, persiapan akad, dan 
penanganan barang jaminan pada divisi admin legal sedangkan pada internal auditor 
yaitu melakukan audit terhadap data-data keuangan bank (rasio rentabilitas) dan 
melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan administrasi bank serta menyusun hasil 
pemeriksaannya.  
 






        Segala puji penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat selalu diberikan kelancaran dan 
kemudahan dalam segala perkara yang dilakukan, termasuk dalam proses 
penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. 
 Penulisan laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi (S1), 
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 Tidak lupa pada kesempatan ini praktikan ingin mengucapkan terima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga laporan ini dapat 
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4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat selama 
praktikan menjalani kegiatan perkuliahan; 
5. Para pegawai di divisi admin & legal dan internal audit BPRS Amanah 
Insani  yang telah membimbing dan mengarahkan praktikan selama 
melaksanakan PKL. 
6. Teman-teman S1 Akuntansi A 2016 dan PPM Sulthon Aulia yang 
senantiasa memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak 
langsung. 
 Penulis menyadari bahwa terdapat banyak keterbatasan yang ada dalam 
pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL ini. Oleh karena itu, penulis 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang PKL 
 Indonesia menjadi negara dengan pulau yang terbentang dari sabang hingga 
merauke. Sumber daya manusia merupakan salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki 
oleh Negara ini. Tanah yang dihuni oleh lebih dari 200 juta penduduk dengan berbagai 
macam latar belakang menjadi hal yang potensial untuk dikembangkan. Terlebih tidak 
lama lagi Indonesia akan memasuki masa bonus demografi dimana populasi penduduk 
Indonesia yang berlimpah ini akan berada pada usia produktif untuk bekerja, yang 
kemudian disebut-sebut sebagai Indonesia Emas 2045. 
       Pemerintah telah menangkap sinyal positif fenomena yang terjadi dengan sigap 
melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 
Indonesia, terutama melalui aspek pendidikan. Saat ini, semua jenjang pendidikan terus 
diperbarui dalam segi kualitas sarana prasarana maupun kurikulum pembelajaran. Hal 
ini tidak lain sebagai tujuan utama pemerintah dalam menyiapkan SDM yang mumpuni 
dalam menyongsong program Indonesia Emas 2045. SDM yang telah mumpuni ini 
harus masuk dalam sektor-sektor yang sedang dibutuhkan Indonesia saat ini. Hal ini 
dimaksudkan agar setiap masyarakat mampu terserap dengan baik dalam setiap 
pekerjaan.  
Dunia ekonomi syariah yang saat ini sedang serius diperhatikan pemerintah 





Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Ketua Komisariat Perbarindo 
Bandung Raya, Mahfud Fauzi, industri BPR - BPRS yang terus mengalami 
pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan BPR - BPRS semakin 
luas dan keberadaan BPR - BPRS semakin dibutuhkan oleh masyarakat walaupun 
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri BPR - BPRS telah dan akan 
terus mengalami perubahan yang sangat cepat (TribunJabar.id, 2019). Keberadaan 
BPR Syariah dengan prinsip muamalah dapat membantu untuk mensejahterakan 
masyarakat terutama pada level menengah ke bawah. Melihat adanya potensi berupa 
SDM sebagai asset penting Indonesia dan peluang berupa sektor pekerjaan yang 
potensial pada bidang ekonomi syariah, maka dari itu perlu dilakukan pengintgrasian 
antara individu masyrakat dan lingkungan kerja pada lembaga pendidikan. Bentuk 
upaya pengintegrasian tersebut tercermin dengan dilaksanakannya program Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi.  
Pelaksanaan PKL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses 
pembelajaran mahasiswa. PKL merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh 
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
sebagai salah satu syarat kelulusan. Mahasiswa akan diterjunkan pada instansi-instansi 
terpilih untuk mempraktikkan materi perkuliahannya secara lansung dengan 
memperkenalkan mahasiswa terkait proses usaha, sikap profesionalisme, hingga 
dinamika industri dan organisasi berdasarkan permasalahan yang ditemui. Setelah 
pelaksanaan PKL, mahasiswa akan memiliki wawasan yang lebih banyak sebagai bekal 





Pelaksanaan PKL adalah jembatan bagi  mahasiswa untuk menghubungkan antara 
teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktik sesungguhnya di lapangan 
sehingga menghasilkan suatu gambaran yang nyata dan jelas mengenai dunia kerja. 
Hal ini didasarkan karena pembelajaran tatap muka selama perkuliahan seringkali tidak 
dapat merefleksikan dengan nyata apa yang sedang terjadi di dalam dunia kerja. 
Keselarasan antara teori dan praktik yang didapat, akan membantu menjadikan 
mahasiswa sebagai pemuda yang mampu berdiri dengan percaya diri menghadapi 
dunia di masa depan khususnya era bonus demografi, diharapkan dengan segala bekal 
pengalaman yang telah didapat selama menempuh pendidikannya. Berkaitan dengan 
hal tersebut, maka penting untuk memilih instansi yang tepat dalam pelaksanaan PKL 
agar tercapainya kompetensi yang diharapkan.  
 
B. Maksud dan Tujuan PKL  
Adapun maksud dari terlaksananya Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. Melakukan pemenuhan salah satu persyaratan kelulusan Program Studi S1 
Akuntansi FE UNJ 
2. Menelusuri informasi seputar kegiatan, perintisan dan pengembangan bisnis 
perusahaan terkait yakni BPRS Amanah Insani 
3. Mengimplementasikan ilmu-ilmu teoretis yang telah didapat di bangku 
perkuliahan terhadap pekerjaan yang diberikan 





Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini juga terdapat 
beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni: 
1. Mendapatkan pengalaman yang baru untuk mahasiswa dengan mengetahui secara 
jelas akuntansi dalam sektor perbankan syariah 
2. Mendapatkan peningkatan pengetahuan serta keterampilan mahasiswa terhadap 
bidang studi yang ditekuni 
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan sikap 
disiplin, tanggung jawab, mandiri dan memiliki inisiatif yang tinggi dalam diri 
mahasiswa 
4. Memberikan gambaran nyata untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja 
 
C. Kegunaan PKL 
Pelaksanaan kegiatan PKL memberikan manfaat dan arti penting bagi berbagai 
pihak terkait, antara lain: 
1. Praktikan 
Kegunaan PKL bagi praktikan yaitu: 
a. Menambah wawasan di bidang akuntansi perbankan, khususnya dalam bidang 
administrasi dan audit 






c. Mampu menggunakan pengalaman kerjanya untuk mendapatkan kesempatan 
kerja yang diinginkan setelah menyelesaikan bangku perkuliahan 
d. Memahami dan mengembangkan ilmu teoretis yang didapatkan selama 
mengikuti perkuliahan di FE UNJ 
2. Fakultas Ekonomi UNJ 
Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ yaitu: 
a. Mampu menyesuaikan kurikulum mata kuliah dengan kebutuhan dunia kerja  
b. Menjalin hubungan kemitraan antara fakultas dengan perusahaan/ instansi 
khusunya dalam hal ini PT BPRS Amanah Insani 
c. Menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dengan bekal pengalaman 
kerja yang telah didapatkan oleh mahasiswa selama PKL. 
3. PT BPRS Amanah Insani  
Kegunaan PKL bagi instansi terkait yaitu: 
a. Membina kerjasama antara BPRS Amanah Insani dengan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
b. Mampu mengetahui kemampuan yang dimiliki mahasiswa PKL, sehingga 
akan lebih mudah untuk melakukan perencanaan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia (SDM) perusahaan. 
c. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan beberapa tugas terutama pada 







D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada: 
Nama Instansi  : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Insani 
Alamat Instansi : Jl Raya Jatiwaringin No. 109 Pondok Gede-Bekasi 17411 
Nomor Telpon : (021) 84973337 
Fax  : (021) 8480239 
Email : layanan-nasabah@bprsamanahinsani.com 
Divisi Penempatan : Internal Audit dan Admin Legal 
Alasan praktikan memilih BPRS Amanah Insani yaitu karena praktikan 
sebelumnya telah mengajukan surat permohonan terhadap sejumlah instansi, namun 
tidak ada konfirmasi lanjutan terhadap praktikan.. Selain itu, praktikan memilih BPRS 
Amanah Insani juga dikarenakan adanya relasi dengan kerabat praktikan yang bekerja 
di BPRS Amanah Insani.  
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Pelaksanaan PKL ini terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mencari informasi mengenai kesediaan sejumlah 
instansi yang dipilih oleh praktikan. Setelah waktu berselang, dua dari tiga instansi 
yang telah praktikan ajukan tidak memberikan konfirmasi balasan sedangkan satu 
instansi menyatakan dapat menerima mahasiswa magang, yaitu BPRS Amanah Insani. 





melakukan PKL pada BPRS Amanah Insani dengan mendatangi secara langsung 
kantor yang bersangkutan untuk kemudian mendapatkan konfirmasi dan informasi 
lainnya dari staff HRD.  
Setelah mendapati konfirmasi ketersediaan, praktikan segera mempersiapkan 
berkas yang diminta oeh perusahaan berupa surat permohonan PKL (lampiran 1), 
curriculum vitae, dan fotocopy KTP. Pemenuhan berkas berupa surat permohonan PKL 
dilakukan dengan mendaftarkan diri pada layanan akdemik Fakultas Ekonomi UNJ 
yang kemudian diproses lebih lanjut dan diterbitkan oleh BAKHUM UNJ. Pada 
tanggal 27 Juni 2019, praktikan mengirimkan surat permohonan pada BPRS amanah 
Insani yang kemudian diberi surat balasan pada tanggal 2 Juli 2019.  
2. Tahap Pelaksanaan 
Jadwal waktu Praktik yaitu selama 40 hari kerja terhitung sejak 8 Juli 2019 sampai 
dengan tanggal 2 September 2019 (lampiran 2). Adapun ketentuan jam kerja bagi 
pegawai magang BPRS Amanah Insani yaitu setiap hari kerja, pukul 08.00-17.00 WIB 
untuk hari Senin sampai dengan Jumat. 
3. Tahap Pelaporan  
Pada tahap pelaporan, praktikan menyusun laporan berdasarkan kegiatan yang 
dilakukan selama bekerja. Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penyusunan 
laporan PKL dilakukan selama praktikan bekerja yaitu bulan Juli hingga September. 
Sedangkan penyusunan laporan dimulai saat setelah praktikan selesai melaksanakan 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL  
 
A. Sejarah PT BPRS Amanah Insani 
PT BPRS Amanah Insani secara resmi didirikan melalui Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-540/ KM17/ 1997, pada tanggal 14 
Oktober 1997 bertempat di Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta Timur, dengan 
diprakarsai oleh sejumlah orang diantaranya, 
1. KH. Abd. Dhohir (Alm)  
2. H. Moch. Jusuf – Kertosono 
3. H. Soeratno, Bc. TT – Bandung (Alm) 
4. H. Muharam Iskandar (Alm) 
5. H. Sunaryo, SH,MM - Jakarta 
6. H. Ivan Septiadi – Jakarta 
Menurut informasi yang didapatkan oleh praktikan dari pihak manajemen bank, 
bahwa selama proses pembentukannya pendirian BPRS Amanah Insani hingga saaat 
ini tidak lepas dari peran stakeholder. Hingga saat ini, komposisi kepemilikan saham 
diisi oleh pemegang saham kendali sebanyak 82% dan pemegang saham lainnya 
sebanyak 18%.  
Perkembangan yang dicapai oleh BPRS Amanah Insani menyentuh pada 
kemajuan secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, sejak pendiriannya pada 1997 
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silam hingga saat ini, BPRS Amanah Insani telah memiliki 3 kantor cabang dan satu 
kantor kas. Adapun 3 kantor cabang yang tersebar di wilayah Jabodetabek yaitu: 
1. Kantor Cabang Mawar 
Jl. Mawar Raya No.9, RT.1/ RW.13, Rempoa, Kec. Ciputat Tim., Kota 
Tangerang Selatan, Banten 15412 
2. Kantor Cabang Depok 
Ruko Puri Kelapa Dua No.11 
Jl. Pondok Pesantren, Pasir Gunung Selatan Cimanggis Kota Depok 
3. Kantor Cabang Bintara 
Jl. Bintara Jaya No.2, RT.006/ RW.003, Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat, Kota 
Bks, Jawa Barat 17136 
Disisi lain, kemajuan BPRS Amanah Insani secara kualitas dicapai melalui 
diperolehnya penghargaan oleh Infobank Indonesia dengan predikat sangat bagus 
kinerja perusahaan kepada BPRS Amanah Insani.  
 
Gambar II.1 Penghargaan yang Diterima PT BPRS Amanah Insani. 
Sumber: Materi Sosialisasi BPRS AI 
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Adapun moto, visi dan misi PT BPRS Amanah Insani adalah sebagai berikut: 
1. Motto : Melindungi dan mengembangkan  
2. Visi : Menyelamatkan harta umat agar terhindar dari Riba 
3. Misi  : Menjaga kemurnian bermuamalah berdasarkan Al-Quran 
dan Al-Hadist 
 
B. Struktur Organisasi 
BPRS Amanah Insani memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk 
menciptakan efisiensi dan efektifitas dari tiap karyawan serta unit kerja melalui 
program kerja dan kegiatan operasional yang terperinci serta jelas agar dapat sukses 
demi tercapainya tujuan perusahaan. Dalam struktur organisasi PT BPRS Amanah 
Insani, kedudukan tertinggi dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
Adapun kedudukan setelah RUPS dan divisi yang dimiliki oleh bank terdapat pada 
lampiran 6 dan berikut merupakan gambaran umum dari tugas atau peran yang 
dilakukan oleh setiap bagian perusahaan. 
1.  Dewan Komisaris 
Dewan komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang, yang salah satu diantaranya 
bertindak sebagai presiden komisaris atau komisaris utama. Dewan komisaris bertugas 
mengawasi tugas-tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan umum yang telah 
digariskan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan.  Dewan komisaris 




2. Dewan Pengawas Syariah 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk berdasarkan rekomendasi 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS melakukan fungsi pengawasan syariah  terhadap  
suatu lembaga keuangan syaria dan oleh karna itu badan ini bekerja sesuai dengan cara-
cara yg dituntunkan oleh MUI, dalam hal ini DPS terdiri dari para alim-ulama dibidang 
syariah muamalah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS Wajib mengikuti fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN). 
3. Direktur Utama  
Direktur Utama adalah orang yang berwenang dalam merencanakan dan menetapkan 
suatu kebijaksanaan dan program umum bank dengan batas wewenang yang diberikan 
oleh dewan komisaris. Dalam struktur BPRS AI, direktur utama membawahi seluruh 
divisi dan anggota direksi lain yaitu direktur operasional.  
4. Internal audit 
Audit adalah bagian yang melakukan pengawasan atau kontrol (double cheker) 
pelaksanaan operasional BPRS yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur 
yang telah ditetapkan. Adapun rincian tugas internal auditor yaitu: 
a. Memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap tiket yang dibuat oleh bagian 
operasional, bagian umum dan personalia serta melakukan administrasi tiket. 
b. Memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap kunjungan langsung (on the 
spot) ke kantor kas dan kantor cabang. 
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c. Memberikan opini/  saran hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada 
pejabat masing-masing untuk dilakukan perbaikan dan melaporkan nya 
kepada direksi. 
d. Memberikan usulan dan saran kepada direksi sehubungan dengan perbaikan 
sistem dan prosedur/  kebijakan yang telah ditentukan. 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan direksi. 
5.  Divisi Marketing 
Divisi marketing merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam penghimpunan dan 
penyaluran dana serta pengadministrasiannya. Divisi ini dipimpin oleh dua Senior 
Administration Manager (SAM) yang masing-masing membawahi dua Account Officer 
(AO).  
6. Business Review (BR) 
Business review adalah divisi yang bertugas untuk menindaklanjuti jenis-jenis 
pembiayaan yang masuk dalam kategori macet. BR membawahi beberapa bidang 
pekerjaan yaitu staf admin BR, Appraisal, dan Collection.  
7. Divisi Informasi dan Teknologi (IT) 
Divisi IT adalah bagian dari bank yang mempunyai tanggung jawab untuk instalasi, 
evaluasi serta peningkatan terhadap tiga objek utama seperti computer, software serta 
pengembangan sistem jaringan. Divisi IT dipimpin oleh seorang Administration 





8.  Direktur Operasional 
Direktur operasional adalah pimpinan bagian yang merencanakan, mengarahkan, 
mengontrol, serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang operasional baik yang 
berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal bank. Melakukan supervise atas 
pembu   kuan, teller, deposito, dan customer service. Direktur operasional membawahi 
beberapa divisi atau bidang pekerjaan yaitu: 
a. Divisi Administrasi dan Legal 
Divisi Administrasi dan Legal adalah bagian yang merencanakan, mengarahkan, 
mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang mengelola administrasi 
pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan serta membuat dan 
mengagendakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan. Divisi admin 
legal dipimpin oleh Senior Administration Manager (SAM) Admin Legal yang 
bertanggung jawab pada direktur operasional dan memimpin staf admin, staf legal serta 
admin dan monitoring. Adapun rincian tugas yang dilakukan yaitu: 
a. Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen pembiayaan nasabah yang telah 
disetujui oleh Komite Pembiayaan. 
b. Membantu AO melakukan Follow Up dokumen pembiayaan yang masih 
kurang lengkap. 
c. Melakukan akad pembiayaan 
d. Menerima jaminan dan mengecek keasliannya 
e. Menyampaikan berkas pembiayaan dan jaminan ke bagian custody 
f. Melakukan perhitungan dan membuat memo pelunasan pembiayaan 
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g. Melakukan pendaftaran asuransi pembiayaan dan proses klaim asuransi 
pembiayaan 
h. Melakukan monitoring atas masa berlakunya asuransi nasabah pembiayaan 
i. Menerima tagihan notaris, appraisal, premi asuransi dan membuat 
permohonan pembayaran tagihan  
b. Divisi Operasional 
Divisi Operasional dipimpin oleh seorang Senior Administration Manager (SAM) 
Operasional yang membawahi beberapa bidang perkejaan yaitu kantor kas, laporan 
Bank Indonesia, Rahn/ Gadai, Customer Service Officer (CSO), teller, dan akunting.  
 
c. Divisi HRD/ GA/ Training & Recruitment 
Divisi HRD/ GA/ Training & Recruitment adalah bagian yang merencanakan, 
mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang persnalia, 
umum, dan keuangan. Divisi ini dipimpin oleh seorang Senior Manager (SM) yang 
berkoordinasi dengan Adiministrastion Manager dalam melakukan supervisi atas 
personalia, GA, recruitment & training, satpam, sopir, dan Office Boy (OB). 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
BPRS Amanah Insani merupakan salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi 
dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPRS mengacu kepada 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). BPRS 
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fokus melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Prinsip Ekonomi Islam. Sektor 
UMK ini yang menjadikan BPRS berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/  Bank 
Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPRS merupakan salah satu bentuk 
BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. BPRS terfokus untuk 
melayani Usaha Mikro dan Kecil yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat 
dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar 
jemput setoran dan penarikan tabungan/ deposito termasuk setoran angsuran 
pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang 
cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/ toko/ rumah. 
Usaha BPRS Amanah Insani yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk, 
1. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah.  
2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.  
3. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan  
a. Prinsip jual beli (murabahah)  
b. Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah)  
c. Prinsip kebajikan (qardh) 
Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan 
dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana masyarakat 
dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan 
mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan 
yang diperoleh BPRS. Untuk itu, perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. 
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 Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPRS, akan mendapat 
jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat akan tetap 
merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS. Dalam transaksi pembiayaan 
(pinjaman), BPRS memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi 
hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis 
pembiayaan yang diajukan BPRS juga bisa melakukan praktik pegadaian yang dikelola 
dengan sistem syariah. Seluruh kegiatan BPRS bermuara pada produk-produk dari 
BPRS Amanah Insani, yaitu: 
1. Tabungan  
       Tabungan yaitu simpanan pihak ketiga (perorangan/  badan hukum) di bank 
syariah yang periklannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan 
perjanjian antara bank dan nasabah. Berikut macam-macam tabungan yang ada di 
BPRS Amanah Insani: 
a.  Tabungan mudharabah 
        Dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola dana (mudhorib) dan 
penabung sebagai penyandang dana (shohibul maal), bank sebagai pengelola dana 
akan memberikan keuntungan kepada penabung sesuai dengan bagi hasil (nisbah) 
yang disepakati bersama. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan 
berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. 
Hak yang dapat diterima nasabah: 
1) Mendapat buku tabungan. 
2) Mendapat bonus bagi hasil setiap bulan. 
17 
 
3) Tidak ada potongan biaya pemeliharaan atas buku tabungan. 
        Nasabah dapat melakukan penarikan dananya dengan cara melalui layanan pesan 
singkat, email, telepon dengan terlebih dahulu mengisi form konfirmasi yang 
disisipkan oleh BPRS Amanah Insani. Transfer dapat dilakukan melaui jaringan 
pelayanan fasilitas perbankan yang telah bekerjasama dengan BPRS Amanah 
Insani. 
b. Tabungan wadiah 
Tabungan wadiah yaitu simpanan yang dananya dititipkan dan boleh dimanfaatkan 
untuk pembiayaan, dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai yang dikehendaki 
nasabah, dan juga tidak mendapatkan bagi hasil (keuntungan). Berbagai macam 
tabungan wadiah  sebagai berikut: 
1) Tabungan wadiah dhomanah, tabungan ini bank hanya bisa memberikan 
bonus setiap bulan sesuai kebijakan manajemen. 
2) Tabungan amin. 
3) Tabungan pelajar. 
4) Tabungan mudharabah. 
5) Tabungan amanah. 
6) Tabungan haji. 
7) Tabungan qurban. 
c. Tabungan berjangka 
Tabungan berjangka merupakan salah satu bentuk menabung dengan menyisihkan 
sejumlah uang secara rutin yang di debet langsung dari tabungan setiap bulan. Ini 
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bisa sesuai rencana waktu, bisa rencana jumlah uang atau target uang. Tabungan 
investasi jangka waktu bisa lebih dari 12 bulan dan bagi hasil yang lebih tinggi 
dari deposito. 
2. Deposito 
Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan 
produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana 
dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
dengan persyaratan tertentu. Deposito merupakan produk penyimpanan uang di bank 
dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati 
waktu tertentu. 
Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak 
boleh ditarik nasabah.  Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh 
temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila 
deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan 
kebijakan bank yang bersangkutan. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis 
menggunakan sistem Automatic Roll Over (ARO). Deposito akan diperpanjang 
otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya. 
3. Pembiayaan 
Pembiyaan merupakan penyaluran dana dari lembaga keuangan kepada nasabah telah 
memenuhi syarat dan ketentuan yang ada disetiap lembaga keuangan. Berikut macam-
macam pembiyaan yang terdapat di BPRS Amanah Insani: 
a.  Pembiayaan mudharabah 
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       Fasilitas pembiayaan mudharabah diperuntukkan bagi pembiayaan proyek dan 
modal kerja. Adapun data yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai syarat agar 
memperoleh pembiyaan di BPRS Amanah Insani sebagai berikut: 
b. Pembiyaan murabahah 
Fasilitas Pembiayaan Murabahah diperuntukkan bagi jenis kegiatan berupa: 
1) Pembiayaan motor. 
2) Pembiayaan mobil. 
3)  Pembiayaan renovasi rumah. 
4) Pembiayaan rumah. 
5) Pembiayaan pernikahan. 
6)  Pembiayaan perlengkapan sekolah. 
c. Pembiayaan musyarakah 
Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian dimana terdapat pihak - pihak yang 
saling menyumbangkan pembiayaan (dana/  modal) dan  manajemen usaha, pada 
suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan/ 
kerugian dari usaha pembiayaan musyarakah tersebut dibagi sesuai dengan 




PELAKSANAAN KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pusat PT BPRS 
Amanah Insani. Selama PKL berlangsung, praktikan ditempatkan pada dua divisi 
dengan jangka waktu bergantian yaitu pada divisi admin & legal dan internal auditor, 
dimana internal auditor menjadi divisi utama praktikan bekerja. 
Divisi internal auditor yang terdiri atas 1 auditor dan 1 staf memiliki tanggung 
jawab dalam fungsi pengawasan atau pengendalian internal (internal control) dengan 
memastikan jalannya kegiatan operasional BPRS sebagaimana yang tercermin dalam 
kinerja laporan keuangan telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Arens 
(2012) pelaksanaan fungsi audit salah satunya adalah membantu Direktur Utama dan 
Komisaris Utama untuk melakukan upaya pengendalian internal dengan mengacu pada 
5 elemen utama yaitu: 
1) Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian (Management 
Oversight and Control Culture) 
2) Identifikasi dan Penilaian Risiko (Risk Recognition and Assessment)  
3) Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Control Activities and 
Segregation of Duties),  






5) Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan 
(Monitoring Activities and Correcting Deficiencies). 
Internal auditor menjadi bagian yang berkaitan secara langsung dengan semua 
divisi dalam bank, hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai 
perlu mendapat pemantauan dan tindakan pengendalian internal oleh jajaran 
manajemen. Praktikan diposisikan sebagai staf pembantu auditor dengan dua pokok 
pekerjaan yang telah mencakup 2 dari 3 tipe audit, yaitu audit operasional (operational 
audit) dan audit kepatuhan (compliance audit). Menurut Arens (2012), audit 
operasional akan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas dari setiap bagian dari prosedur 
dan metode operasional perusahaan. Sedangkan audit kepatuhan dilakukan untuk 
menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti aturan prosedur atau peraturan 
khusus yang ditetapkan oleh perusahan. Adapun pelaksanaan kedua tipe audit tersebut 
tercermin dalam rincian pekerjaan yang dilakukan praktikan pada divisi internal 
auditor yaitu: 
a. Melakukan audit terhadap data-data keuangan bank melalui  
1) rasio rentabilitas, menurut Romdhoni (2015), rentabilitas perbankan 
menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba menggunakan 
sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 
karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Dimana untuk mempertahankan 





yang dapat menutupi biaya, dan harus mempertahankan tingkat pendapatan 
dengan memperhitungkan faktor resiko yang dihadapi.  
2) audit pemakaian biaya operasional, audit dilaksanakan pada setiap bagian 
perusahaan termasuk bagian manajemen. Menurut Sihombing (2009), audit 
manajemen dengan pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran perlu 
dilakukan. Proses audit ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan 
mengetahui seberapa ekonomis dan efisien kinerja suatu organisasi dari 
tiap-tiap unit dalam perealisasian anggaran baiaya operasionalnya. 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan administratif bank dan menyusun 
hasil pemeriksaan pada  
1) Divisi admin legal 
2) Divisi Operasional  
Output yang praktikan hasilkan dari pelaksanaan audit di kedua divisi tersebut 
yaitu berupa lembar kerja audit. Lembar kerja audit berisi keterangan hal-hal 
yang ditemukan selama proses audit. Menurut Suparno (2012), kertas kerja 
audit digunakan oleh internal auditor untuk menyimpan informasi hasil 
pemeriksaan, mengidentifikasi dan mendokumentasi temuan-temuan audit. 
Dalam hal ini praktikan hanya diminta untuk menuliskan temuan yang 
didapatkan selama proses audit sebelumnya. Kemudian praktikan 





Lembar kerja ini akan menjadi dasar tindak lanjut seorang auditor untuk 
pelaporannya kepada dewan direksi.  
Sedangkan divisi admin dan legal PT BRPS AI beranggotakan 1 orang sebagai 
Senior Manager dan 2 orang sebagai staf yang bertanggung jawab dalam memeriksa 
kelengkapan dan keabsahan dokumen atas pembiayaan yang belum dan telah disetujui. 
Selain itu, bagian ini juga bertugas melakukan langkah-langkah hukum terhadap akibat 
dari akad perjanjian sampai pada penanganan pembiayaan yang bermasalah dan 
melakukan standardisasi akad perjanjian. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, divisi ini 
berkaitan secara langsung dengan divisi marketing dan operasional. Praktikan 
ditempatkan pada posisi membantu staf admin legal dengan pekerjaan yang ditugaskan 
pada praktikan yaitu: 
a. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Nasabah Akad 
b. Persiapan Akad Mudharabah/Murabahah 
c. Penanganan Barang Jaminan  
Pelaksanaan kerja pada dua divisi tersebut praktikan lakukan dengan pembagian waktu 
pagi hari pada divisi admin legal dan siang hari hingga selesai berada pada divisi 
internal auditor.  
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama empat puluh hari. 





pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu diperkenalkan dengan lingkungan 
perusahaan yaitu dengan mengunjungi setiap divisi, baik itu bidang operasional, 
marketing, IT, admin & legal dan khususnya internal auditor. Selain itu praktikan juga 
diberikan penjelasan mengenai peraturan dan nilai-nilai yang berlaku di PT BPRS 
Amanah Insani (AI).  
Dalam pelaksanaan kerja, selama seminggu pertama praktikan ditempatkan 
sepenuhnya pada divisi admin & legal, hal ini dikarenakan kegiatan utama bank yaitu 
pembiayaan bermula pada divisi ini. Praktikan diharapkan mampu mengenal dan 
memahami lingkungan bisnis Bank Pembiayaan Syariah. Pada minggu kedua dan 
seterusnya, praktikan kemudian ditempatkan di dua divisi yaitu dengan pekerjaan 
utama terdapat pada internal auditor dan admin legal sebagai divisi pendukungnya. 
Secara lebih rinci, berikut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh praktikan pada 
tempat PKL. 
1. Divisi Internal Auditor 
Internal Auditor merupakan divisi yang bertanggung jawab terhadap upaya 
pengendalian internal perusahaan. Implementasi upaya pengendalian yang dilakukan 
oleh auditor PT BPRS AI diwujudkan dengan hal-hal seperti pemeriksaaan pada 
ketercapaian kinerja di setiap divisi dan mengawasi kesesuaian pekerjaan pegawai 
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh bank. Saat 
ditempatkan pada divisi Internal Auditor, praktikan merasa lebih mudah mengemban 
tugas pada divisi internal auditor dikarenakan seminggu sebelumnya telah ditempatkan 





pembiayaan yang terjadi dalam perusahaan. Pada divisi divisi internal auditor, 
praktikan mulai untuk menganalisis dokumen yang dihasilkan dari setiap divisi, 
khususnya divisi operasional berupa bukti transaksi atau laporan keuangan bank 
selama periode tertentu dan juga dokumen pada admin legal berupa syarat administratif 
pembiayaan. Dalam pelaksanaan tugas sebagai staf internal auditor, praktikan 
diberikan pokok pekerjaan sebagai berikut. 
a. Melakukan audit terhadap data-data keuangan bank  
b. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan administratif bank dan menyusun 
hasil pemeriksaan 
a. Melakukan audit terhadap data-data keuangan bank 
Laporan keuangan yang telah dihasilkan dapat menjadi alat dalam upaya 
pengendalian internal perusahaan. Upaya pengendalian ini dapat dilakukan dengan 
melihat rasio-rasio keuangan hingga analisis terhadap realisasi biaya berdasarkan data 
yang tersaji dalam laporan keuangan. Dalam proses ini praktikan melakukan tugas 
pengendalian sebagai berikut: 
1) Melakukan perhitungan rasio rentabillitas bank (Return of Assets dan BOOP) 
2) Audit Pemakaian Biaya Operasional  
Pelaksanaan controlling dan pengendalian internal ini dilakukan untuk 
memastikan semua kegiatan bank sudah sesuai dengan strategi, kebijakan, sistem dan 
rencana kerja yang telah disusun sehingga perusahaan dapat mencapai sasarannya. 
Dalam hal ini rincian tahapan upaya pengendalian yang dilakukan yaitu: 





Rasio rentabilitas yang diperhitungkan oleh praktikan yaitu return of assets dan 
beban operasional terhadap pendapatan operasional. Perhitungan dilakukan baik pada 
pada Kantor Pusat maupun Cabang. Praktikan mendapatkan print out data-data 
keuangan dari laporan keuangan konsolidasian selama bulan Januari hingga Mei 2019 
dari divisi operasional yaitu bidang akunting. Sebelumnya bidang akunting telah 
terlebih dahulu memproses setiap transaksi bank untuk kemudian dituangkan dalam 
laporan keuangan yang praktikan terima. Praktikan kemudian memproses dokumen 
tersebut dalam bentuk sheet Microsoft Excel dengan tahapan perhitungan rasio 
rentabilitas adalah sebagai berikut: 
1) Membuka file staf audit dengan nama folder “Perhitungan Rasio” kemudia 
membuka file dengan nama “Rasio Rentabilitas 2019” 
2) Mengklasifikasi data total asset, laba rugi kotor, pendapatan operasional dan 
biaya operasional yang terjadi setiap bulan yaitu dari Desember hingga Juni 
2019 pada file excel berdasarkan print out yang diterima praktikan 
3) Menjumlahkan setiap bagian dari data keuangan dan menghitung rata-rata 
perbulannya pada sheet dan format yang telah tersedia 






ROA =   Laba sebelum pajak *100 
   Rata-rata total asset  
 
BOPO =   Beban Operasional *100 






5) Setelah selesai diperhitungkan, output berupa file excel kemudian disimpan 
dan dikirmkan kepada auditor melaui email untuk kemudian ditindak 
lanjuti.  
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh praktikan (lampiran 14), hasil 
menunjukkan bahwa ROA bank per Juni 2019 yaitu sebesar 27,87% dan dikategorikan 
sehat. Sedangkan hasil BOPO bank yaitu sebesar 73,97% yang menunjukkan adanya 
ketidaksehatan. Indikator sehat atau tidaknya rasio didasarkan pada kriteria yang telah 
dibuat oleh bank. Jika dilihat dalam sudut manajemen keuangan, jumlah ROA 
mengartikan bahwa bank telah berhasil menggunakan investasinya berupa asset untuk 
dapat menghasilkan laba, di sisi lain jumlah BOPO yang dihasilkan menunjukkan 
bahwa perusahaan belum dapat mengendalikan biaya operasionalnya selama periode 
tesebut. Sehingga bank perlu untuk mempertimbangkan untuk meningkatkan 
pendapatan atau mengurangi biaya-biaya yang terjadi di kemudian hari.  
 
2) Audit Pemakaian Biaya Operasional  
Divisi operasional sebelumnya telah membuat dan melaporkan penganggaran 
(budget) pada pengeluaran yang dihasilkan setiap bulannya. Hal ini dilakukan agar 
dapat mengendalikan setiap pengeluaran yang terjadi, dan internal auditor akan 
memeriksa kesesuaian anggaran dengan realisasi yang terjadi. Praktikan menerima 
print out buku besar bank selama 3 bulan terakhir sebagai bahan input. Dari buku besar 





1) Membuka Microsoft Excel, kemudian membuat kolom jenis-jenis biaya 
(Biaya BBM, tol, parkir, pemeliharaan kendaraan, makan dan lembur) dan 
bulan terjadinya transaksi. 
2) Mengelompokkan biaya-biaya berdasarkan jenis pengeluaran  
3) Memasukkan angka yang tertera pada print out buku besar 
4) Menyimpan file dengan nama “Penggunaan Biaya Operasional” 
Data yang telah selesai di-input dan disimpan dalam database bank (lampiran 15) 
, kemudian diserahkan kepada internal auditor untuk dapat diproses menjadi laporan 
kepada direksi dengan mengirimkan file via email.  Proses audit ini membantu 
manajemen untuk mengidentifikasi penyebab ketidak ekonomisan, inefisiensi dan 
inefektivitas penggunaan biaya sehingga manajemen dapat memberikan solusi terkait 
kendala tersebut.  
 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan administratif bank dan 
menyusun hasil pemeriksaan 
Persyaratan administratif merupakan salah satu prosedur yang harus dipenuhi 
dalam setiap rangkaian kegiatan perusahaan. Dokumen yang keluar dan masuk pada 
bank harus selalu diotorisasi kebenarannya agar tidak ada kegiatan penyimpangan 
seperti pemalsuan dokumen hingga bias dokumen. Oleh karena itu, pada divisi internal 
auditor dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap bukti administrasi hasil kegiatan 
bank. Hal ini dilakukan dengan dalam rangka menganalisis kesesuaian pekerjaan 





Praktikan melakukan audit bukti administrarif pada dua divisi yaitu pada bagian admin 
legal dan operasional khususnya teller. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu:  
 
1) Audit pada bagian admin & legal 
Pada proses pelaksanaan pembiayaan, divisi admin dan legal menghimpun 
sejumlah dokumen nasabah bukti persyaratan yang dipenuhi nasabah dan telah 
disetujui pembiayaannya untuk direalisasikan. Semua dokumen harus sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan oleh bank, tidak hanya diisi lengkap dan benar namun perlu 
untuk diperiksa dengan teliti sah atau tidaknya dokumen yang dipergunakan dalam 
perjanjian. Oleh karena itu praktikan harus memastikan bahwa segala persyaratan yang 
sesuai telah tersedia dalam dokumen nasabah. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan 
praktikan yaitu: 
a) Praktikan menerima kumpulan dokumen dari beberapa nasabah sebagai 
sampel audit dari divisi admin & legal.  
b) Pengecekan kelengkapan administrasi dokumen nasabah yang dihasilkan 
selama proses pembiayaan yaitu dari awal pengajuan pembiayaan, ketika 
disetujui oleh komite, hingga realisasi pembiayaan.  
c) Praktikan menemukan beberapa temuan berupa ketidaklengkapan dokumen, 
tanda tangan validasi dan lain-lain  
d) Menuliskan hasil temuan pada lembar kerja audit  denga format yang didapat 





e) Menyimpan lembar kerja audit pada folder “Lembar Kerja Pantau 
Pembiayaan”  
Output yang dihasilkan berupa lembar kerja audit yang telah disimpan dalam database 
bank kemudian praktikan kirim kepada auditor melalui email.  
 
2) Audit pada teller di Kantor Pusat dan Cabang 
Proses audit dilakukan pada setiap divisi baik di kantor cabang maupun pusat. 
Pengendalian dilakukan dengan memeriksa setiap kinerja karyawan yang disesuaikan 
dengan SOP perusahaan. Selama masa PKL praktikan berkesempatan untuk 
melakukan proses audit pada bagian teller kantor cabang Depok dan kantor pusat. 
Proses audit yang praktikan lakukan yaitu: 
a) Praktikan menerima bukti-bukti transaksi bank berupa bukti transfer, bukti 
setoran, dan bukti realisasi pembiayaan (lampiran 17) 
b) Pengecekan cetakan validitas dan tanda tangan yang tertera pada bukti 
setoran, bukti transfer dan penarikan saldo, pencairan pembiayaan.  
c) melakukan pengecekan pada kelengkapan identitas pada nasabah yang 
melakukan pencairan dana di atas 50 juta, hal ini sesuai dengan SOP teller 
yang telah ditentukan oleh perusahaan.  
d) Melakukan pendokumentasian (fotocopy) terhadap bukti transaksi yang tidak 





e) Menuliskan hasil temuan pada lembar kerja audit  dengan format yang didapat 
praktikan dari database bank (lampiran 18)  
f) Menyimpan lembar kerja audit pada folder “Lembar Kerja Teller”  
Output yang dihasilkan berupa lembar kerja audit yang telah disimpan dalam database 
bank kemudian praktikan kirim kepada auditor melalui email.  
 
2. Divisi Admin & Legal  
Divisi admin dan legal dikatakan sebagai gerbang dari kegiatan utama bank, yaitu 
pembiayaan. Divisi ini menjadi divisi pendukung praktikan untuk memahami proses 
kegiatan pembiayaan bank. Proses awal pembiayaan hingga realisasi dana pembiayaan 
akan melalui uji validasi pada divisi ini. Kegiatan utama dari divisi admin legal 
dirumuskan menjadi dua hal, yaitu pemeriksaan kelengkapan pembiayaan dan 
perjanjian akad. Dalam pelaksanaan tugasnya, divisi admin dan legal akan lebih banyak 
berhubungan dengan divisi marketing (Account Officer). Dari kedua tugas utama 
tersebut, praktikan diminta untuk melakukan beberapa bagian pekerjaan yaitu: 
a. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Nasabah Akad 
b. Persiapan Akad Mudharabah/Murabahah 
c. Penanganan Barang Jaminan  
Dari ketiga pekerjaan tersebut, praktikan lebih ditekankan untuk menganalisis alur 
hingga dokumen yang dihasilkan dari setiap bidang pekerjaaan. Adapun rincian 






a. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Nasabah Akad 
       Kelengkapan dokumen nasabah merupakan syarat administratif yang penting bagi 
bank. Syarat administatif ini akan sangat menentukan apakah pembiayaan yang 
diajukan layak untuk direalisasi. Pada proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah, 
praktikan perlu untuk mengecek kelengkapan dan kesesuaiannya dengan persyaratan 
bank sebelum diteruskan kepada jajaran komite untuk mendapat persetujuan. Beberapa 
dokumen (lampiran 8) yang penting untuk diperiksa kelengkapannya yaitu:  
1) Check List Review, yaitu proses pengecekan formulir yang diisi oleh AO 
dengan melihat poin A dan C, lalu memeriksa apakah dokumen sudah sesuai 
SOP serta melakukan check list pada poin B. 
2) Lembar Formulir Permohonan Pembiayaan (FPP), yaitu dengan melihat 
apakah sudah terisi lengkap oleh AO dan telah ditanda tangani oleh nasabah 
atau belum dan melihat tanggal permohonan sebagai landasan formulir akad.  
3) Lembar Kunjungan Nasabah (LKN), praktikan melihat apakah telah diisi 
lengkap oleh AO dan telah dibubuhi tanda tangan oleh AO, nasabah dan 
kepala divisi admin pembiayaan. 
4) Identitas Pribadi Nasabah, nasabah wajib untuk menyerahkan KTP suami dan 
istri, kartu keluarga dan buku nikah (jika sudah menikah) dan jika nasabah 
merupakan sebuah instansi perusahaan, maka wajib menyerahkan akta 
pendirian, risalah RUPS, akta perubahan dari awal hingga akhir atau terbaru, 





Perusahaan (TDP), Surat Keputusan Kemenkumham, surat domisili hingga 
profil perusahaan. Semua berkas tersebut harus dicek oleh praktikan untuk 
menjadi bahan pendukung dalam proses persetujuaan pembiayaan. 
5) Data Keuangan Nasabah, praktikan melakukan pengecekan terhadap sejumlah 
informasi keuangan berupa slip gaji 3 bulan terakhir, rekening tabungan 3 
bulan terakhir, dan jika berbentuk instansi perusahaan maka harus 
menyerahkan rekening Koran 3 bulan terakhir.  
6) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), nasabah yang mengajukan 
pembiayaan akan dilihat rekam jejak kreditnya dan praktikan harus 
memastikan bahwa dokumen pembiayaan nasabah telah dilengkapi dengan 
SLIK.         
Setelah selesai melakukan pengecekan, jika terdapat dokumen yang belum 
terpenuhi, maka praktikan akan menuliskannya pada lembar keterangan dan segera 
menghubungi Account Officer dari nasabah yang bersangkutan untuk dapat dilengkapi 
sebelum diteruskan kepada komite.     
 
b. Persiapan Akad Mudharabah/Murabahah 
Menurut istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 
seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti waqaf, talak, 
sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan 
gadai. Proses akad pembiayaan dilakukan ketika pengajuan pembiayaan yang 





kepala divisi admin dan legal. Akad pembiayaan dilakukan dengan beberapa proses 
yaitu 
1) Melengkapi keperluan administrasi untuk proses akad, berupa informasi biaya 
yang muncul selama proses akad untuk dapat diinformasikan kepada nasabah 
dan pembuatan Perjanjian Pembiayaan Jual Beli (PPJB), Surat Kuasa Menjual 
(SKM) dan Surat Pengakuan Hutang (SPH).  
2) Menghubungi pihak terkait yaitu nasabah, notaris (jika akan dilakukan 
pengikatan), dan kepala divisi admin legal untuk mengadakan pelaksanaan 
akad.  
Dalam pelaksanaan proses akad tersebut, pekerjaan yang dilakukan praktikan yaitu 
melengkapi keperluan adminitrasi proses akad beberapa tahapan yaitu: 
1) Pendokumentasian dokumen nasabah 
Dokumen yang diterima dari AO akan didokumentasikan dengan proses scanning 
yang disimpan dalam database perusahaan. Pendokumentasian ini dilakukan sebagai 
proses dari penyiapan akad untuk membantu mengetahui informasi nasabah saat 
pembuatan formulir akad. Selain itu juga hasil dokumentasi dapat digunakan oleh 
bagian Business Review (BR) jika terjadi kemacetan pelunasan pembiayaan. 
2) Perhitungan Biaya Administrasi Akad 
Selama proses akad, akan timbul berbagai biaya yang harus ditanggung oleh 
nasabah. Biaya yang timbul yaitu biaya notaris, fidusia, biaya administrasi dan lain-





legal (lampiran 9). Setelah semua perhitungan biaya selesai, maka staf admin & legal 
akan menghubungi nasabah untuk mengadakan janji pelaksanaan akad.  
3) Pembuatan PPJB, SKM, dan SPH 
Pelaksanaan akad pembiayaan akan mempertemukan antara pihak bank dan 
nasabah untuk melakukan perjanjian dan formulir PPJB, SKM dan SPH adalah bentuk 
keluaran dari proses pelaksanaan akad. Pembuatan formulir PPJB, SKM, dan SPH 
dilakukan melalui aplikasi VISAMI (lampiran 10). Sebelumnya, AO telah mengisi 
data-data nasabah pada aplikasi VISAMI. Staf admin & legal bertugas untuk 
melakukan pengecekaan kembali dan melengkapi data nasabah yang belum terisi  
terkait biaya-biaya adminstrasi yang  timbul dalam proses akad. Dalam hal ini 
praktikan hanya bertugas untuk melakukan input terhadap formulir PPJB, SKM, dan 
SPH dan adapun tata caranya yaitu: 
a) Masuk ke aplikasi visAMlok, pada kolom user diisi dengan “fia” dengan kata 
sandi “zidane” 
b) Menekan kolom “pembiayaan” lalu klik “MUP” dan klik “LKUP” 
c) Memasukkan nomor register ayng tertera di dalam MUP kemudian klik nama 
nasabah dan close 
d) Melakukan pengecekan terhadap beberapa bagian yaitu analisa aspek, 
rekomendasi dan usulan 
e) Masih tetap pada tab “analisa aspek”, klik tanggapan anggota panitia, klik 
new, klik data-data yang masih diperlukan , klik tanggal (tanggal disesuaikan 





f) Masuk ke dalam menu “realisasi pembiayaan”, klik LKUP, menekan nama 
nasabah dan tutup, kemudian masuk ke MVP yang sudah disetujui dan men-
ceklis menu-menu yang ada disemua kotak 
g) Masuk ke “belum realisasi”, ,menekan nomor regist, edit tanggal 
valuta/realisasi ( ketik ulang sesuai tanggal akad sehingga tanggal angsuran 
awal jadi berubah ke bulan depannya), cek identitas nasabah, kolom biaya 
penagihan, jasa/biaya administrasi, masukkan nomor PP yang terdapat di buku 
registrasi, simpan 
h) Masuk ke “payment schedule” , mengecek total angsuran, mark up, dan 
angsuran pokok 
i) Masuk ke edit jaminan, menulis nama agunannya sesuai jaminan, simpan, 
tutup. 
j) Masuk ke “cetak perjanjian”, cek no SPH, nama-nama saksi, dan memo 
commite 
k) Masuk ke “belum realisasi”, cetak perjanjian, persetujuan pembiayaan, 
repayment, kartu, jaminan, perjanjian, surat pengakuan hutang, surat kuasa 
menjual 
Output yang dihasilkan setelah pencetakan yaitu berupa dokumen PPJB, SPH, dan 







c. Penanganan Barang Jaminan  
       Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan 
dipersyaratkan adanya penyerahan barang jaminan oleh pihak peminjam kepada pihak 
pemberi jaminan. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan 
jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan 
jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada 
pemegang jaminan. Pada PT Bank Amanah Insani, proses pembiayaan (selain 
pembiayaan mikro), nasabah akan menyerahkan jaminan baik berupa sertifikat tanah 
maupun Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Barang jaminan yang 
diterima oleh praktikan kemudian dilakukan langkah-langkah penanganan sebagai 
berikut: 
1) Informasi jaminan berupa nama pemilik, alamat dan keterangan kendaraan 
pada buku register  (lampiran 12) 
2) Melakukan dokumentasi dalam database perusahaan.  
3) Menyimpan barang jaminan dalam brangkas.  
Ketika jaminan ingin dikeluarkan, maka harus terdapat memo internal yang 
ditanda tangani komite-komite dan dilengkapi rekening koran pembiayaan nasabah 
yang dicap lunas oleh teller untuk kemudian praktikan membuat tanda terima 







C. Kendala yang Dihadapi 
Selama pelaksanaan PKL di PT BPRS AI, praktikan mengalami beberapa kendala:  
1. Praktikan belum mempelajari sepenuhnya mengenai kegiatan bisnis pembiayaan 
perbankan syariah sehingga masih banyak istilah-istilah yang tidak dimengerti 
oleh praktikan selama bekerja. 
2. Ketidakjelasan dalam penerimaan tugas karena kurangnya penjelasan secara detail 
mengenai tugas dan tanggung jawab praktikan pada divisi tempat praktikan 
bekerja 
3. Kesulitan dalam mengakomodir tugas pada dua divisi (admin&legal dan internal 
audit) dikarenakan praktikan tidak ditempatkan secara khusus pada divisi yang 
sesuai dengan program studi akuntansi 
4. Praktikan belum memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan tahapan 
internal audit, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan diri praktikan dalam 
melakukan tahapan internal audit.  
5. Belum adanya format yang baku dari berbagai macam pelaporan dan 
pemberkasan, sehingga praktikan merasa kesulitan pada awal melakukan 
penugasan seperti pada saat mencatatkan hasil temuan audit.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Adapun cara untuk mengatasi kendala yang sudah praktikan sebutkan sebelumnya 





1. Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan mengenai kegiatan pembiayaan pada 
bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), praktikan berupaya lebih keras untuk 
aktif mencari tahu berbagai informasi seputar BPRS, baik mengenai istilah dalam 
setiap kegiatan, dokumen-dokumen pembiayaan hingga pengoperasian aplikasi 
pembuatan formulir akad. Upaya ini dilakukan dengan cara aktif bertanya 
langsung dengan pegawai dan mencari referensi melalui internet. 
2. Tidak adanya arahan mengenai tugas dan tanggung jawab praktikan selama PKL 
membuat praktikan tidak dapat mengetahui ketercapaian kompetensi pekerjaan. 
Kendala ini diatasi praktikan dengan menentukan capaian kompetensi praktikan 
secara mandiri setiap harinya. Sebagai contoh, dalam divisi internal auditor pada 
hari ke-20 pelaksanaan PKL, praktikan ingin mendalami tugas internal auditor 
dalam penyusunan lembar kerja auditor, sehingga praktikan mencoba untuk 
mengajukan diri membantu proses pengerjaan lembar kerja audit. Upaya ini 
menjadikan praktikan tetap mampu mencapai tujuan pelaksanaan PKL yang 
terarah walaupun tidak mendapatkan delegasi penugasan secara langsung. 
3. Penempatan praktikan pada dua divisi sekaligus di satu sisi menguntungkan 
praktikan karena dapat mempelajari lebih banyak mengenai kegiatan bisnis 
perusahaan. Namun di sisi lain, praktikan merasa tidak fokus untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Hal ini diatasi 
praktikan dengan cara membagi waktu pengerjaan pada setiap divisi, yaitu pada 
pagi hari hingga jam istirahat praktikan berada pada divisi admin&legal, kemudian 





waktu ini secara efektif dapat membantu praktikan untuk menyelesaikan pekerjaan 
yang diberikan. 
4. Kurangnya kepercayaan diri praktikan karena belum pernah mengerjakan secara 
langsung terhadap pekerjaan yang diberikan, membuat praktikan semakin sering 
melakukan komunikasi dengan pegawai senior di sela waktu senggang seperti 
pada pagi hari atau pada jam makan siang. Selain itu, praktikan juga meminta 
pengarahan terlebih dahulu sebelum melakukan tugas yang diberikan. 
5. Tidak tersedianya format baku pelaporan dan pemberkasan diatasi praktikan 
dengan terus membangun komunikasi yang aktif dengan pegawai yang 
bersangkutan, untuk menyelaraskan kemauan pegawai atas pekerjaan yang 
dilakukan praktikan.  
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   BAB IV 
   KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Praktikan memilih PT BPRS Amanah Insani sebagai tempat pelaksanaan PKL 
dikarenakan praktikan melihat bahwa ditengah pesatnya perkembangan ekonomi 
syariah yang ada di Indonesia, PT BPRS Amanah Insani menjadi salah satu bank 
syariah yang memiliki reputasi yang baik dalam melakukan kegiatan pembiayaan bagi 
masyarakat. Selama pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan pada dua divisi yaitu 
divisi admin & legal dan internal auditor. Penempatan pada dua divisi ini menjadikan 
praktikan banyak mendapatkan informasi terkait kegiatan bisnis pada bank pembiayaan 
syariah terutama tentang upaya pengendalian internal yang dilakukan oleh internal 
auditor.   
Selama melaksanakan PKL di BPRS Amanah Insani, praktikan dapat mengambil 
beberapa kesimpulan: 
1. PT BPRS Amanah Insani merupakan bank pembiayaan syariah yang potensial 
untuk terus berkembang di masa depan. 
2. Praktikan ditempatkan pada dua divisi yaitu divisi admin legal (administrasi 
pembiayaan) dan internal auditor (pengendalian internal).  
3. Pada divisi admin & legal, praktikan bertanggungjawab dalam memerikasa 




4. Pada divisi internal auditor, praktikan melakukan upaya pengendalian internal 
dengan menjalankan proses audit terhadap data-data keuangan bank dan 
kegiatan administrasi bank serta menyusun hasil proses audit 
5. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai karakteristik dan alur pembiayaan 




Praktikan sadar bahwa dalam melaksanakan PKL terdapat kekurangan yang perlu 
dibenahi, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang harus diperhatikan antara lain: 
1. Praktikan  
Saran bagi praktikan yang akan melaksanakan PKL selanjutnya yaitu: 
a. Praktikan harus lebih mengenal pekerjaan yang ditekuni yaitu terkait 
karakteristik pekerjaan pembiayaan syariah dan internal kontrolnya melalui 
berbagai sumber sehingga dapat bekerja dengan kompeten dan maksimal. 
b. Perlu meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja agar pekerjaan dapat 
dilakukan lebih efektif dan efisien. 
c. Lebih aktif dalam mengenal dan menjalin komunikasi yang baik dengan 
seluruh pegawai di kantor dari berbagai divisi. 
2. FE UNJ 
Saran yang diberikan kepada kampus terutama Fakultas Ekonomi UNJ yaitu: 
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a. Perlu untuk membuat sistem database dan meningkatkan career development 
center untuk mempermudah mahasiswa menentukan tempat pelaksanaan PKL 
serta pembekalan yang cukup bagi calon praktikan. 
b. Perlu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan tempat 
mahasiswa melaksanakan PKL berdasarkan hasil pelaporan PKL mahasiswa 
agar dapat dijadikan rekomendasi bagi pelaksanaan PKL selanjutnya. 
c. Perlu untuk menentukan dan menyelaraskan waktu pelaksanaan PKL dan 
kalender akademik agar mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan di semester 
berikutnya tepat waktu. 
3. PT BPRS Amanah Insani 
Saran bagi bank tempat praktikan melaksanakan PKL yaitu: 
a. Perlu untuk memberikan penjabaran terkait tugas atau tanggung jawab 
praktikan pada divisi tempat praktikan bekerja. 
b. Perlu untuk menampilkan informasi seputar pekerjaan (SOP, tanggung 
jawab dan wewenang) di setiap ruangan divisi agar lebih mudah mengenali 
bidang pekerjaan yang dilakukan.  
c. Perlu untuk lebih memperhatikan kepatuhan dari setiap karyawan pada 
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Lampiran 10 Tampilan Sistem Visual Integrated System (VIS) untuk 
















































































Lampiran 14 Perhitungan Rasio Rentabilitas pada Kantor Pusat dan Cabang 



























































Lampiran 20 Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan PKL 
 
 
 
